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"Banyak faktor yang membuat putusan di atas menjadi menarik unfuk
dibaca dan dikomentari. Ia bermula dari kisah cinta dua manusia, Suhanda
dan Reni Martini. Mereka ingin membentuk rumah tangga yang bahagia dan
kekal melalui perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal | Undang-
undang No. 1 Tahun 1974, Akan tetapi mereka salah jalan, melanggar keten-
tuan yang diatur oleh pasal 226 (1) jo pasal 55 KUHP, akhirnya bukan
kebahagiaan yang didapat namun pidana yang diperoleh,

~Suhanda dan Reni Martinj“§empat ditahan oleh Penyidik dan Penutut
Umum, tentu di ruangan yang terpisah. Pertanyaan mulai muncul dibenak
Penulis, kenapa mereka ditahan? Apa urgensinya? Jawaban tidak dapat dite-
mukan dalam putusan di atas karena tidak dilampirkan atau dimuat dalam
pertimbangan putusan. BerhubunGr karena tidak ada pertimbangan yang dapat
menjawab pertanyaan tersebut, mari kita membuka KUHAP pasal 21 ayat 4
huruf a dimana dmyatakan bahwa Terdakwa yang melakukan tindak pidana
yang diancam dengan pidana penjara lima tahun ataulebih dapat ditahan.
Suhanda dan Reni Martini didakwa. telah melakukan tindak pidana yang
diatur oleh pasaI 266 (1) j jo pasal 55 (1) ke-1 e KUHP yang diancam dengan
pldana penjara paling lama tujuh-tahun, sampai di sini mereka memenuhi
syarat yang dikehendaki oleh pasal 21 ayat 4 huruf a KUHAP. Akan tetapi
apabila kita simak pasal .21 ayat 1| KUHAP yang berbunyi: "Perintah
penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seseorang tersangka
atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti
yang cukup,: dalam ] i:.-adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran
bahwa - tersangka ‘atau - terdakwa akan melarikan diri, merusak atau
menghilangkan barang ‘bukti dan atau mengulangi tindak pidana", jawaban
ini belumlah memuaskan rasa keadilan, Sebab apakah mereka akan melarikan
diri, merusak atau menghi-langkan barang bukti dan atau mengulangi tindak
psdana?
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_..;fyang memenuhl ketentuan pasal 21 ayat 4 KUHAP maka mereka akan: dzta~ :
“han tanpa-memperhatikan lagi pasal 21 ayat 1 KUHAP. Hal ini menurut
‘penuhs adalah tidak benar sebab penahanan itu_bukan suatu keharusan,
' melamkan suatu kebolehan dan ‘penerapan pasai 21 ayat 4 KUHAP harus

pan pasal 21 ayat 1:KUHAP juga akan menimbulkan masalah sebab
} J_temukan kata-kata "kekhawatiran” dan tentu akan memmbuli_can_-

"_suatu keadaan telah mengkhawat:rkan
Berhubung karena Undang-undang tidak menjeiaskan secara rinci maka_
akan-d mpuh jalan penafsiran sehingga akan menimbulkan perbedaan antara
penafsxr yang satu dengan penafsir yang.lain, kepastian hukum dan kesera-
.gaman dalam menerapkan hukum suiit dicapai. Penegak hukum akan "terpe«
=rangkap -untuk hanya melihat syarat-syarat formal suatu penahanan, tanpa
menghiraukan perlu tidaknya seseorang tersangka/terdakwa secara materiil
harus-ditahan. Apabila tidak -dilakukan penahanan, jangan-jangan mereka
melarikan diri, merosak atau menghilangkan barang bukti. atau mengulangi
tindak pidana. Kalau hal ini terjadi, maka pihak penegak hukum akan disa-
lahkan. Salah dalam melakukan penahanan, pihak yang ditahan akan menun-
tut. Di sinilah letak dilema dalam lembaga penahanan.

Salah satu dictum dari putusan Mahkamah Agung Republik indonesia
di atas berbunyi, "memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali
dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan,
bahwa Terpidana sebelum waktu percobaan selama 10 (sepuluh) bulan ber-
akhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana”. Mahkamah Agung
Repubhk Indonesia tidak memutus masalah penahanan dalam putusannya.
Bagaimana status penahanan yang terlanjur’ dilakukan oleh penyidik dan
Pe___'k___ ntut Umum terhadap Para Terdakwa. Penahanan merupakan bagian dari
menjalani masa hukuman ‘sedangkan Mahkamah Agiing Republik Indonesia
melalul putusannya di atas memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani
oleh para Terdakwa/Terpidana. Sehingga menurut penulis, Suhanda dan Reni
Martini dapat menempuh upaya meminta ganti rugi melalui Pengadilan seba-
gaimana dimaksud oleh pasal 22 KUHAP yang berbunyi: "Ganti kerugian
adalah hak seseorang untuk: mendapat pemenuhan.atas tuntutannya yang
berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap,-ditahan, dituntut ataupun
diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan
mengenai-orangnya atau hukurn yang ‘diterapkan:menurut: cara. yang diatur
dalam undang-undang ini"

Mari kita kembali kepada pokok persoalan vang menyebabkan Terpi-
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dana/Terdakwa dihukum.- Mereka dihukum karena menyuruh memasukkan
“keterangan - palsu ke dalam akta -otentik, in casu Akta Nikah- Nemor
348/1990 tanggal 2:Agustus 1990."Suhanda memalsukan statusnya dari duda
ke Jejaka' dan Reni -Martini sebenarnya anak dari Udin Djahid tetapi-dika-
‘takan ‘anak - Deris. Kenapa hal ini mereka lakukan? Tentu merekatah yang
-ftahu alasan sebenarnya. Akan tetapi. mungkin dldorong oleh-rasa takuttidak
: pelaminan-karena tidak mendapat restu atau ijin dari pihak orang wa
‘perempuan,” sedangkan tali kasih telah terlanjur dirajut. Kalau- memang:itn
- ‘penyebabnya, maka sebetulnya mereka: tidak: perlia- memalsukan: identitas
masing-masing. Bukankah Reni sudah-berusia 24 tahun? Sehinggaia untuk
-melangsungkan perkawman tidak’ harus ‘mendapat ijin-terlebih: dahulu. dari
‘keduia‘orang tuanya sebagaimana diatur oleh pasal ‘6 Undang-undang No. 1
“Tahun 1974. Juga Suhanda sebenarnya tidak perlu memaisukan: identitasnya
intuk mempersunting pujaan hati sebab status duda tidak termasuk-larangan
untuk melangsungkan perkawinan, vade pasal 8 Undang~undang NO 1 Tahun
1974 tentang larangan perkawinan. | : N
-+ “Tampaknya ‘Undang-undang Perkawinan be}umlah ‘secara’ sempurna
‘memasyarakat;’ sehmoga yang' semula mengenal perkawman merupakan
'bxdang hukum perdata akhlrnya menjadl umsan pidana ' B

| Jmu yang bermanfaat menuntut kesabaran,
~ pengorbanan dan keikhlasan.

Empat .f:a'kt'.b.r lly'aﬁg":niéﬁye.babkan 's'e'bréﬁ‘g .'1ayak
- menjadi .pemimpin, yakni: adabnya, ke;u;urannya,
1" harga dirinya dan amana‘nnya. S e
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_s"Sudono mengajukan
nyusunan standar upah
:inci_dan jelas bagi para

baru seimsal dewan pengupahan

naswnal ‘Hal itu disampaikannya. .
- dalam seminar perburuhan di Ja-

karta, Sabtu, 29 April.

R

“Tiga perusahaan di Jakarta Barat

'akan diajukan ke pengadllan karena

menolak . memberikan  pesangon
yang. merupakan keputusan Panitia
Penyelesaian ~Perselisihan Perbu-
ruhan.Pusat. Kepala Kantor Depar-

temen Tenaga Kerja Jakarta Barat, -

Drs. R.L. Sihite, menyampaikan hal

i kepada Pers di Jakarta, Senin, 1

Mei.

EEE

Pengadalan Tata Usaha Negara
(PT UN) Jakarta mengabulkan selu-

- ruh.. gugatan Pemimpin - Redaksi
mantan majalah Tempo, Goenawan

Muhammad. dan 43 wartawan man-.
.tan - majalah tersebut pada hari-
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Rabu, 3 Mei. Dengan keputusan ini.
PTUN sekaligus memerintahkan un=
tuk mencabut kembali SK Menpen
tentang - -pembatalan  Surat Izin:
Penerbitan Pers (SIUP) majai

Tempo ' .

WRER

Jaksa Agung Singgih pada hari
Rabu, .3 Mei menyatakan kepada
Pers di Jakarta bahwa Sri Bintang.
Pamungkas sudah resmi menjadi
tersangka. Namun Singgih belum'- '
bisa. mengemukakan sejak kap____a_n
Bintang berubah status dari status
saksi men_;ada tersangka karena surat
mengenal hal itu baru dltenmanya
selasa malam. :

Nekd

Terdakwa dalam perkara pelang-.
garan hak paten sederhana, ]S alias
CS (40) dituntut hukuman penjara
tiga tahun. Selain it Direktur PT
MFT ini juga masih harus membayar
denda Rp 25 juta, subsider 6 bulan
kurungan dengan. perintah. segera
masuk. Jaksa Penuntut Umum me--
ngemukakan tuntutannya dalam per-.
sidangan di = Pengadilan Negeri.
Jakarta Utara, Kamis 4 Mei.

Dr. Muchtar Pakpahan, Ketua.

Umum Serikat Buruh Sejahtera In-
donesia (SBSI). tepat pukui 15.35.
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- WIB Jumat, 19 Mei dikeluarkan
dari*rumah -tahanan negara kelas I
Tanjung ‘Gusta, Medan.  Penge-
luaran ini berdasarkan Berita Acara
Pengeluaran Tahanan No. W2.E11.
Ps.01:03-0/1995 yang  ditanda-
tangani ‘Kepala RTN I Tanjung
Gusta Medan, Imam Thurmudi, SH.

wEwk

““Rombongan mahasiswa yang ter-

gabung dalam Himpunan Maha-
siswa ™ Islam (HMI) se-Jabotabek
melakukan unjuk rasa di ‘Gedung
Mahkamah Agung RI hari Jumat,
12-'Mei: Unjuk rasa itu dilakukan
atas ‘rasa prihatin terhadap tidak
menentunya eksekusi kasus tanah di
Irian Jaya karena turunmya surat
Ketua Mahkamah Agung tertanggal
5 April 1995, Mereka secara tegas
menuntut Ketua MA untuk mundur
agar-hitkum bisa di tegakkan.

PE T i R

Majehs Hakim Pengadilan Ne-
geri Jakarta Selatan berpendapat,

penerapan pasal' 510 KUHP, UU"

No. 5/PNPS/1963 dan UU No. 13/
1961 sebagai -dasar tmdakan untuk
membubarkan seminar dengan ala-
san tidak mempunyai izin adalah
tidak tepat. Namun dalam bagian
lain putusannya, gugatan Yayasan

LBH Indonesia terhadap Polres Ja--

karta Selatan tidak dapat diterima.
Hal itu terungkap dalam putusan

Mmphc Damaadilon Magor  Tolosta

Hukum dan Pembangunan.

Selatan yang dibacakan majelis
haklm Semn 22 Mel '

*ﬁ**

Ketua Yayasan Ka_rya Clpta
nesza (YKCI), Enteng Tanamal
nyatakan bahwa seluruh temp' - hi-
buran, hotel, dan restoran “diwa--
jibkan membayar royalty kepada'
YKCI untuk semua lagu yang dipi-= -
tarnya. Hal itu dikembangkan En-.
teng Tanamal di Jakarta, Jumat 26
Mei. Lebih lanjut disebutkan balwa
YKCI adalah ‘badan admmzstratlf

“kolektif para pemegang hak <:1pta

untuk wilayah Indonesia.

HEE

Perkumpulan Masyarakat Peng-
guna Air Ciujung (PMAC) melalui
para kuasa hukumnya akan menga-
jukan ngatan ke pengadilan ter-'
hadap lima pabrik serta beberapa
instansi pemerintah di kawasan su-
ngai tersebut karena pencemaran’
limbah industri. Hal itu diungkap-
kan oleh para kuasa hukum penggu-
gat kepada Pers di Jakarta, 26 Mei.~

ek

Pengadilan Tata Usaha Negara
(PTUN) Bandung melalui pumsan
tanggal 6 Juni memenangkan gu-
gatan 1009 warga Banjarangsana
yang menggugat Surat Keputusan
Bupati Ciamis, SK Bupati No. 141/
SIS MO T - P 1EYYA Tiny wnmms e omdm e



= L _'pengangkatan Kades Banjarangsana
. uh ya haSll pemzilhan-

ria Machmud sehubungan dengan
" semakin tercemarnya sungai Cisa-
dane menduga tujuh industri besar

telah dengan “sengaja “membuang.

langsung limbahnya ke aliran su-
' ngai. Sedangkan ratusan pabrik lagi
membuang limbah melalui Kali Sa-
bi;: Cicayur-dan Cibodas yang ber-
muara ke Sungai Cisadane di wila-

yah-Tangerang. Demikian dikemu- -

_gngemukakan bahwa
lan terdakwa Kasus: Marsmah

sudah dibebaskan Mahkamah Agung
akan menjadi calon fersangka.
Namun, Roesdihardjo belum mau -
mengungkapkan siapa dua orang
yang. kini.-menjadi calon tersangka.
tersebut.  Demikian dikemukakan
Roesdihardjo menjawab . pers.- dl:;
Jakarta, Senin 26 Juni:

] f=a==z==';=

| -"%Empat Perkara yang: kecﬂnya adaiah besar ya:m'
_apn, permusu_han penyaklt dan kemelaratan

Seorang zlim hatus meagagar dmnga sebelum ‘mengajar
orang lain, dan hendakinya mengajar éengan persiakunyaﬁ_‘
sebelum mengajar dengan ucapan- ucapannya o
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< Kalangan DPR yang diwakili
oleh' Abu Hartono dari Fraksi
ABRI; ‘Rusdy Thahir dari Fraksi

Karya Pembangunan, dan Fatimah'

Ahmad dari Fraksi Partai Demok-
rasi Indonesia, sepakat untuk meng-
hidupkan kembali rapat konsultasi
antara Komisi I{I-DPR dengan Mah-
kamah Agung agar dilakukan secara
terbuka untuk umum. Hal itu diung-
kapkan oleh wakil ketiga Fraksi ke-

tika d:hubungt pers di Jakarta, 19 =

Mei.

Mendagri, Moch. Yogie SM,

mengemukakan bahwa pemerintah
ietap. berkeberatan mengubah un-

dang~undang pohtlk lainnya selain
UU tentang susunan dan kedudukan

anggota MPR, DPR dan DPRD ka- :

rena’ paket UU politik yang lain
tersebut’ masih- relevan. Yogie SM
mengemukakan hal itu ketika me-
nyampaikan jawaban Pemerintah
terhadap pemandangan umum atas
RII Parihahan TT1I] Aa 1&/1080

Hukum dan Pembanguuau .

di Gedung DPR-RI, 26 Mei.

Fkg

Fraksi ABRI-DPR RI menegas-
kan bahwa muatan undang-undang’
tentang pemasyarakatan harus me-
menuhi standar yang dianut negara-
negara maju. Oleh karena itu masa-
1ah perlindungan hak asasi harus
menjadi substansi undang-undang
tersebut. Hal itu disampaikan Fraksi
ABRI ketika menyampaikan pan-
dangan umum DPR atas RUU Pe-

- masyarakatan dalam  rapat - kerja

yang dipimpin wakil ketua DPR,
Sutedjo, dengan dihadiri -Menteri

‘Kehakiman, Oetojo Oesman, SH di
._.‘i'akarta 7 Juni.

ey

Pemerintah tidak perlu membuat

"“aturan baru yang mengatur kebeba-

san orang untuk berbicara seperti
dalam kegiatan keagamaan, penye-
lenggaraan seminar atau diskusi il-

mink barorma ooarnbireom crnoser mele e



bii pada para pembxcara
;an tanggapan Oka Mahendra

plsah liékarta 13 Jum

- j*éu.;‘ i

Anagota a'wgota DPR cian F-PP

{Sukardi Effendi), F- PDI (Hando_;o'

Puiro), F-ABRI (Ny. Sumartini D)
dan F-KP (Oka Mahendra) berpen-
dapat bahwa perbedaan-perlakuan
hukum terhadap Ketua Umum SBS],
Muchtar: Pakpahan, dengan Ketua
DPC SBSI Medan, Amosi Telaum-
banua merupakan tindakan diskrimi-

nasi dan pelecehan terhadap kewiba-

waan hukum yang akan menyebab-
kan ketidakpastian hukum. Pendapat
senada itu dikemukakan mereka ke-
tika dihubungi pers-di Jakarta.

Anagota anggota F- KP DPR—RI"’

dalam rapat dengar "pendapat dengan

batasannya. . . .

TR

Menyoron terancam bangkrutnya
nbuan industri tekstil di Majalaya.
dan Pekalongan, Komisi VIDPR-RIL -
mengadakan rapat dengar pend
dengan Persatuan Pengusaha Tek
Pekalongan (PPTP) di Jakarta, 20
Juni. Dalam rapat dengar pendapat:;
tersebut terungkap bahwa industri.
tekstil skala menengah bawah di da-
erah~daerah tersebut terancam bang-

“krut-karena kesulitan dan kenaikan’

harga bahan baku, Sementara harga
jual tekstil dan produk tekstil (TPT)
tidak: dapat meng;kutl kenalkan ter-
sebut

wHRE

Komisi VI DPR-RI melalui Ketu-
anya, Ir Ery Soekardja, mendesak
pemerintah agar.secepatnya menga-
jukan-undang-undang antimonopoli,
antioligopoli, dan antiokartel. Tanpa
perangkat-perangkat hukum tersebut
jeritan ‘pengusaha -industri tekstil

-+ maupun ‘kertas tak akan terjawab.

P .:;.. Pendapatnya itu dikemukakan dalam

Lebih Ian}ut “Thomas Suyatno dan _
Novyan Kanan dari Fraksi tersebut. .. ...
menyatakan bahwa untuk kepenti-
ngan perlindungan dan kepastianhu- -

kum  bagi ‘investor diperhikan
trapnsnaranst informasi vane ielac

rapat kerja komisi: VI dengan Men-
teri Negara Pengge "k Dana Inves-
tasi/Ketua BKPM di Jakarza 26

~-Juni,

Deputl B;dang Pengendahan Pen-
cemaran |inolynoan Ranadal  Bia



biel Makarim, ketika b.erbic'ara'

dalam rapat dengar pendapat dengan
Komisi X DPR menyatakan bahwa
50 persen pabrlk kertas mencemari
Imgkungan sedangkan smanya

masuk-kategori baik. Lebih'lanjut,
Makarim menyatakan bahwa pence-

maran” it ‘terpantau oleh” ‘Bapedal

dalam ‘program penilaian permgkat'

kmer}a -usaha dan program ‘kali
bersih: Makarim menyampalkan hal
ml ch J akarta 26 Juni.

Hulum dan Pemba.’vzg'ﬁ}i&;

Menteri Negara Penggerak D
Investasi/Ketua” BKPM, Sanyoto
Sastrowardoyo menyatakau ‘bahw
hambatan birokrasi 1zm -izin
investasi di daerah merupak :
kesalahan-kesalahan lapang'
Menteri menyatakan hal i ketika
menjawab  pertanyaan  Iskandar
Mandji dari F-KP DPR Rl dalam
rapat kerja dengan Komisi VI DPR
di Jakarta 26 Juni.

dHeoR

Karangan-karangan Hukum
“Yurisprudensi dan
Komentar .
Tunbangan Buku
“Berita Kepustakamn

Fak Hukum Dalam berita
Wawancara,

Parlemnentaria

4 Kronik ' ]
Peraturan per-undang2-an

terk

. Telepon : 335432

| Salah satn bacasn utama sarjzna dan mahasiswa hukum Indonesia’

Komentar & pendapat.

majalah hukum -~
emuka masa kam

HUBUNGILAH TOKO BUKU TERDEKAT
ATAU LAMGSUNG TATA USAHA g ‘
SPHUKUM dan PEMBANGUNAN" JI. LCirebon Mo. 5 - Jakartz
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UL Senat Mahasiswa Fakultas Hu-
kum“Universitas Indonesia bekerja-
sama ‘denigan Lembagd  Pengem-
bangan ‘Hukum Lingkungan Indo-
nesia (Indonesian Center for Envi-
roniental” Law/ICEL) menyeleng-
gafakan‘'seminar sehari dengan tema
"Mererjemahkan Kebijakan dan'Hu-
kum ‘Lingkungan ke Dalam Tinda-
kan® Nyata" di Jakarta, 8 Mei. Da-
lam. seminar tersebut- tampil dua
orang pembicara utama:yaitu Direk-
tur Eksekutif ICEL, Mas Ahmad
Santosa, dan Deputi Il Bapedal, PL
Coutrier. Mas Ahmad Santosa da-
lam makalahnya menyatakan bahwa
peran serta masyarakat perfu diting-
katkan agar dampak lingkungan dari
arus deras kegiatan ekonomi akibat
liberalisasi perdagangan global da-
pat ditekan seminimal mungkin. Un-

tuk itu dibutuhkan jaminan hukum
terhadap hak-hak substantif masya- -

rakat (hak atas lingkungan hidup

yang sehat: dan=baik); thak ~pro-+

eIl mum T el

I, B B T
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stantif), kehendak politik pemegang_ '
kekuasaan serta iklim politik yang
memungkinkan masyarakat mengu-.
payakan haknya. Pada bagian lain
PL Coutrier dalam makalahnya me-
nyambut baik pandangan Mas Ah-
mad Santosa dengan menyatakan
bahwa karena pentingnya pengem- -
bangan kesadaran” masyarakat ‘akan -
tanggung}awabnya dalam pengelo-'
laan hngkungan hidup sehingga UU
No. 4/1982 tentang Lingkungan Hi-
dup, mewajibkan kepada pemermtah
untuk melakukan penyuluhan, bim-
bingan, pendidikan dan penehtxan'
lmgkunﬂan hldup i

UNPAD . Fakultas Hukum Univer-
sitas Padjadjaran- Bandung (Unpad)
menyelenggarakan ‘seminar sehari
dengan mengambil tema * Ant:szpas;
Berlakunya Undang-undang No. 1
Tahun 1995 tentang Perseroan Ter-
batas Terhadap Pérkembangan Du-
nia Usaha" di- Hotel Savoy Hom-
man, Bandung, Senin 22 Mei. Ke-
giatan ~seminar ‘itu. menampilkan
pembicara “kunci- Direktur - Pérun-
dang-undangan Direktorat Jenderal
Hukum-dan Perundang-undangan,
Departemen Kehakiman Dr. Bagir
Manan, SH. Para pembicara lainnya
dalam seminar itu ialah Dr. Heru

~Supratomo, SE, SH sebagai praktisi

Perbankan, Prof. Dr. Komar Kam-
taatmadja, SH, LL.M (praktisi hu-

'kum) Prof “DriHR Arifin Wira-

RA A DVTY AT . AT e



Notaris Herlin, SH, dua dosen FH
Unpad masing-masing Dr. MS. Sas-
trajava, SH, MH dan Annie Wowo-
runtu,; SH, CN, serta perwakilan
dari Kadinda Jawa Barat.

ok

UN R_.;- Guru besar Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Air-
langga. Surabaya, Dr. JE Sahetapy,
SH menyatakan bahwa penyiksaan
secara- fisik dan mental terhadap
saksi maupun terdakwa selama pro-
ses penyelidikan akan selalu mung-
kin terulang. Hal itu disebabkan
Kitab Undang-Undang Hukum Aca-
ra Pidana (KUHAP) sekarang tidak
memuat sanksi bagi penyidik yang
terbukti  melakukan  penyiksaan
tersebut. Dr. JE Sahetapy menge-
mukakan pandangannya itu ketika
diminta- komentarnya berkaitan de-
ngan keputusan Mahkamah Agung
(MA) yang membebaskan terdakwa
kasus pembunuhan Marsinah. Pan-
dangannya itu dikemukakan kepada
Pers sesaat setelah ia tampil sebagai
pembicara tunggal dalam seminar
sehari yang diselenggarakan Ikatan
Mahasiswa Kristen Fakultas Hukum
Se-Jakarta, di Jakarta, 20 Mei.

FEk

Hukum dan Pemba::g;mg.?;.

UNDIP. Guru besar Fakultas«Hy-
kum Universitas Diponegoro Sem i
rang, Dr. Muladi, SH, berpenda t
bahwa dalam melakukan pembaha-
ruan hukum di Indonesia tidak perlu:
dibentuk Mahkamah Konstitusi:
rena lembaga semacam itu hanya
akan menambah birokrasi;: Menurut
Muladi, yang penting dilakukan se-.
karang ini adalah mengaktifkan pe- -
ran Mahkamah Agung (MA) untuk -
melakukan "Judicial Review". Mu-
ladi mengemukakan pendapat terse-
but kepada Pers di Semarang;“25
Juni dalam menanggapi gagasan Ke-
pala Pusat Litbang/Diklat Mahka-
mah Agung (MA), Din Muhammad
yang menyarankan perlunya pem-
bentukan Mahkamah Konstitusi.
Menurut Din Muhammad Mahka-
mah  Konstitusi ini nantinya
berfungsi untuk meneliti. apakah
semua produk perundang-undangan
di bawah UUD yang beriaku seka-
rang ini telah sesuai dengan jiwa.
dan semangat UUD 1945 atau
belum. :

Fesk

limunya orang munafik terletak pada lidahnya, dan
ilmunya seorang mukmin terletak pada amalnya.
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EKONONMI DAN LINGKUNGARN,
' MENCAR! KESE!MBANGAN

Lubertus S Pane

Ekonoml dengan lmgkungan memxhkl karakter mteraks; yang cukup
un:k Pada satu sisi, keduanya sebenarnya memiliki "ketergantungan namun
di saat lain _]USU’U sahng menisbikan. Pengutamaan perhitungan ekonoml
dapat mereduksi kepentmgan hngkungan pada posisi marginal. Sebahknya
perhndungan berlebihan atas lingkungan dapat memukul -bahkan mungkin
memankan- keg:atan ekonomi. Keterkaitan Tain adalah bahwa aspek eko-
nomi, melalui prinsip profitabilitasnya, berjasa memberi nilai ‘tambah pada
lingkungan beserta segenap sumber dayanya.

"~ Namun akan muncul permasalahan, sek;ranya aspek proﬁtablhtas men-
jadl domlnan dan lmgkungan menjadi subordinan. Lingkungan menjadi sasa-
ran eksplmtasz berieb:han ‘sehingga akan mengalami. degradasi atau keru-
sakan. Dengan demikian, masalah kese:mbangan ekonomi dengan kepen-
tingan perlindungan lingkungan merupakan d:skursus yang senantiasa aktual,
bahkan beiakangan ini menjadi salah satu isu globai yang bergaung luas.
Sekarang muncul persoalan, bagaimana cara dan apa alat untuk menyeim-
bangkan kepentingan ekonomi dengan kepentingan perlindunean lingkungan
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anyaan inilah yang akan dijabarkan dalam buku ini. Lewat: tutar
'_bahas yang dapat dikatakan cukup moderat -karena tidak terlalu rumit untuk
ca umum dan tidak terlalu ringan bagi kalangan akademik-, buku ini®
__enje_laskan kepada kita, bahwa pranata hukum merupakan ujung : om'-'- -

ya mencarx keselmbangan dimaksud.

H ek

alam kata pengantar buku ini, penulis menegaskan bahwa penegakan
hu m lmgkungan di Indonesia kelihatannya belum cerah, bahkan loyo dan
rangan darah. Hal ini tampaknya sejalan dengan opini yang berlaku
n dalam masyarakat kita, yang memandang masalah lingkungan sebagai
'anak-’tin pembangunan. Di kalangan masyarakat belum tumbuh mobilisasi
kesadaran berlingkungan, tidak tersedia pranata hukum {(yuridis dan insti-
tusional) yang memadai dan biaya perlindungan lingkungan sangat minim
(hal. 69).

Namun kegiatan pembangunan yang semakin massif atau meluas sudah
terlalu jauh melakukan penetrasi terhadap sistem ekologis. Sungai-sungai
yang tercemar, hutan-hutan gundul, kemusnahan banyak spesies, hingga
ozon yang semakin menipis, merupakan warisan yang terus menerus beraku-
mulasi dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Sekalipun sulit dan kompleks, sekiranya ada itikad kuat untuk mela-
kukannya, manusia masih berkesempatan menyelamatkan lingkungan tanpa
harus menghentikan kegiatan pembangunan. Karena untuk saat ini kekuatan
pe:nu:ioroncr dari dalam masyarakat (berupa kesadaran pnbadl) terlalu muluk
diharapkan, maka diperlukan bantuan kekuatan dari luar. Dalam hal ini
pranata hukum yang memaksa dan mengatur, lengkap dengan berbagai ben-
tuk sanksmya Hal inilah yang menjadi fokus pembahasan buku ini, yaite
perlunya penggunaan berbagai instrumen hukum bank administratif, perdata
maupun pidana.

_ Sebelum memasuki pembahasan soal penggunaan dan pengaturan ketlga
instrumen ini, Hamzah térlebih dahulu memberi wawasan dasar mengenai
hnokungan Dengan demikian pembaca diarahkan pada pemahaman awal ten-
tang aspek-aspek lingkungan, dasar-dasar pengaturan, dan kemudian perkem-.
bangan hukum lingkungan.

~Secara menarik Hamzah menguraikan perkembangan hukum Img—
kungan yang ternyata sudah setua peradaban manusia. Orang Romawi
diancam pidana yang sangat berat jika melakukan pencemaran dengan se-




':;Tﬁzbangaﬁ:’-Buku- - -2;8_3_ o

g nga;a Dalam abad pertengahan, pencuri hasil hutan diancam pidana yang -
'sangat bengls misalnya dengan memotong tangan pencuri yang tertangkap
atau:mengusirnya ke luar kota sambil digantungi pohon curiannya pada
“lehernya. Lebih dari itu, melalui Kitab Suci Al-Qur’an, Allah sudah mem-
- kan agar manusia menjaga dan melindungi lingkungannya (hal. 17).
~Dengan demikian kini sudah jelas, kerusakan lingkungan yang terus .
I __erus inengalaml penambahan seyogyanya diikuti dengan penegakan hu—
kum yyang semakin tegas. Mungkin tidak zamannya lagi memberlakukan hu-.
~kuman pancung atau mengusirnya ke hutan, akan tetapi dengan meman-. .
faatkan pranata hukum administrasi, perdata dan pidana secara maksimal.

s

Penegakan hukum lingkungan, yang menjadi tema pokok buku ini mulai
dibahas dalam Bab 4 dan 5. Kemudian secara berturut-turut, penulisnya
membuat pembahasan rinci menyangkut ketiga instrumen hukum yang digu-
nakan, yaitu instrument hukum administratif (Bab-6), hukum perdata (Bab
7) dan hukum pidana (Bab.8). Dengan demikian dari segi Sistematlknya buku
ini reiatxf mudah dipahami. AEIB 1

~ Yang pemmg ‘diketahui ada]ah perbedaan-perbedaan, keunggulan ma-
sing-masing insirumen dan dasar-dasar penerapan masing-masing instrumen.
Dilihat dari instrumen yang ada, semestinya para pencemar (khususnya ka-
langan industri) dapat ditindak “atau sulit mengelak. Karena sekiranya

- instrumen pidana tidak mengena, dapat dilakukan penuniutan secara perdata
dan penggunaan instrumen administratif. Bahkan ketiga hukum ini dapat
dijatuhkan sekaligus.tanpa melanggar asas noe bis in idem, karena masing-
masing instrumen bertujuan berbeda. Hukuman pidana terutama dijatuhkan
sanksi kepada orangnya (pelanggar), sedang sanksi administratif dan perdata
menekankan kepada pemulihan keadaan dan ganti kerugian (hal 94).

Sebagai penutup, pada Bab 9 diperkenalkan modal penegakan ling-
kungan secara internasional, yang perlu sebagai kerangka perbandingan
ataupun memperluas wawasan pembaca. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa
masalah lingkungan seringkali melampaui batas-batas domestik sehingga
diperlukan pemecahan secara global untuk kasus tertentu. Misalnya kasus
kebocoran radioaktif di pusat nuklir Chernobyl (Ukramxa) yang dampaknya
merembet ke beberapa negara Eropa (hal 176). -

Dengan demikian buku ini perlu dipelajari dengan seksama, baik oleh
kalangan penegak hukum, aparat pemerintah yang terkait, dan terutama ka-
langan pengusaha. Dan lebih dari itu, setiap masyarakat mestinya tertarik
untuk membacanya, karena tugas menjaga lingkungan merupakan hak seka-
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'hgus kewajiban komunal. T
. Meialm buku ini kita diajak untuk merenungkan ucapan Rajiv Ghand1 :
'sepertl' yang dikutip penulis, “In the name of growing morew Jood. arzd
provza’mg more comfort, we have denuded our forest. In the nanie of
industrial growth, we have polluted the rivers and seas, heated up the globe
--through the accumulation of carbon dioxide ...". Maksudnya tak lain, ‘agar
'dalam h:dup, kita sanggup, bersxkap adil dan Jujur pada alam dan hati nuram

ok
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: Force without mind falls by its own weight.
| Kekuatan tanpa nalar akan ambruk oleh beratnya sendiri.
S (Horace)

4

It is better to prevent crimes than to punsih them.
'Lebzh baik mencegah kejahatan daripada menghukumnya.

{(C.B. Marchese di Beccaria)

[t is better ten guilty escape than that one innocent suffer,
Lebih baik sepuluh orang yang bersalah lepas dari tuntutan daripada satu orang .
yang tak bersalah menderita.

{Sir William B.)
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' ' Every thought is an afterthought.
' H \. Setiap gagasan adalah renungan.
(Robert Ardrey)
RolepEgaicgn sy

Truth is net only violated by falsehood; it may outraged by silence. ‘
" Kebenaran tidak hanypa diperkosa aleh kepalsuan tetapi juga oleh sikap berdiam,
o dird. . _ =l
{Henri Frederic Amiel} . j.






